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ABSTRAK 
 
PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK 
DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BANGKINANG 
 
Oleh: Dwi Prasatyo Utomo 
 
     Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Bangkinang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk 
mengetahui peran Jurusita Pajak dalam proses Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penulis melakukan 
Metode pengumpulan data yang bersifat penelitian lapangan, maka metode 
pengumpulan data penulis yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Data 
primer yaitu data yang telah ada yang diperoleh secara langsung dari sumber 
informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis wawancarai secara 
langsung kepada Pegawai Seksi Penagihan Kantor KPP Pratama Bangkinang. 
Sedangkan data skundernya yaitu data yang bersumber dari media perantara 
atau yang secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, 
dan arsip dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini 
melalui tempat atau lokasi Kantor KPP Pratama Bangkinang. Dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses Jurusita Pajak dalam proses 
penagihan pajak dengan surat paksa telah dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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1.1  Latar Belakang 
Pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta 
merata, Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Sumber 
dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.. Sumber penerimaan 
negara yang paling utama sekarang ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal 
tersebut tercermin dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) setiap tahunnya. Sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan 
kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong 
kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara 
dan pembangunan nasional serta merupakan kewajiban kewarganegaraan 
sehingga seluruh masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri 
kewajiban perpajakannya. 
Pemerintah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan 
penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi sistem perpajakan 
pada tahun 1983, dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada 
tahun 2000. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak 
telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment 
menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam 
self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, 





Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya 
peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. 
Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul utang pajak. Direktorat 
Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara 
lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan 
Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-
undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif, 
antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat 
Paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk 
menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya pelaksanaan 
penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan 
menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. 
Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen 
keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi 
wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku.  
Jurusita pajak pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 




Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
:562/KMK.04/2000 tentang syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian 
jurusita pajak disebutkan bahwa jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Keuangan. 
Untuk penagihan pajak pusat, dan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota 
utnuk penagihan pajak daerah. Sedangkan untum menjadi jurusita pajak 
diperlukan syarat syarat sebagai berikut : 
1. Berijazah serendah rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat. 
Namun biasa nya diangkat dari pegawai Kementrian Keuangan atau 
lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). 
2. Berpangkat serendah rendahnya Pengatur Muda/golongan II/a. 
3. Berbadan sehat. 
4. Lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak. 
5. Jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian. 
Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita pajak harus dilengkapi dengan 
kartu tanda pengenal jurusita pajak yang harus diperlihatkan kepada wajib 
pajak/penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar jurusita pajak mempunyai 
bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar 
benar jurusitra pajak yanng sah dan mempunyai tugas dan wewenang 
melaksanakan tindakan penagihan pajak. Adapun tugas jurusita pajak sesuai 
dengan pasal 5 ayat 1 dan 2 UU PPSP adalah: 
1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 
2.  Memberitahukan surat paksa. 
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3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan. 
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan 
Jurusita pajak juga berwenang untuk memasuki dan memeriksa ruangan 
untuk menemukan objek sita ditempat usaha dan melakukan penyitaan ditempat 
kedudukan, ditempat indel penanggung pajak atau ditempat lain yang dapat 
diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.       
Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting 
dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat 
pentingnya tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita pajak sebagai 
tindakan pengamanan penerimaan negara. 
Reformasi sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan 
penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang 
tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak. 
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perpajakan 
antara lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif  yang 
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, penyampaian Surat Paksa, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang 










1 2014 253 6.100.422.568 
2 2015 779 6.664.952.060 
3 2016 715 9.060.839.505 
4 2017 1971 8.637.526.966 
5 2018 937 3.394.802.577 
6 2019 845 10.400.232.971 
 TOTAL 5500 RP 44.258.776.646 
 SUMBER : KPP Pratama Bangkinang 2019 
Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pelaksanaan penagihan pajak di 
KPP Pratama Bangkinang Dari tahun 2014 - 2019 mulai dari pemberitahuan Surat 
Paksa, Dan jumlah pencairannya. Pada Tabel 1 menunjukkan jumlah kegiatan 
penagihan pajak yang telah dilaksanakan menunjukkan besarnya tunggakan pajak 
dari semua surat ketetapan yang telah diterbitkan atau kegiatan penagihan pajak 
yang telah dilaksanakan. 
Untuk tahun 2014 - 2019 ,Dimulai dari periode tahun 2014 yang 
menunjukkan jumlah penerbitan surat paksa sejumlah 253 surat paksa dengan 
jumlah  pencairan sebesar Rp.6.100.422.568,Periode tahun 2015 jumlah 
penerbitan surat paksa bertambah menjadi 779 surat paksa dengan jumlah 
pencairan naik menjadi Rp.6.664.952,Periode tahun  2016 jumlah penerbitan surat 
paksa berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 715 surat paksa namun jumlah 
pencairan naik signifikan pada periode ini sebesar Rp.9.060.839.505,Periode 
tahun 2017 jumlah penerbitan surat paksa bertambah sangat drastis menjadi 1971 
surat paksa  namun jumlah pencairan pada periode 2017 berkurang dari periode 
tahun sebelumnya menjadi Rp.8.637.526.966,Periode tahun 2018 jumlah 
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penerbitan surat paksa kembali mengalami penurunan menjadi 937 surat paksa 
dengan jumlah pencairan ikut berkurang sangat besar dari periode tahun 2014 
sampai pada tahun 2017,jumah pencairan pada periode tahun 2018 sebesar Rp. 
3.394.802.577,Periode tahun 2019 jumlah penerbitan surat paksa 845 surat paksa 
dengan jumlah pencairan bertambah sebesar Rp.10.400.232.971. 
Jadi total jumlah penerbitan surat paksa dari periode tahun 2014 – 2019 
berjumlah 5500 surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Bangkinag, 
Selanjutnya total jumlah pencairan dari tahun 2014 – 2019 adalah sebesar Rp. 
44.258.776.646.  
Tindakan penagihan aktif tersebut merupakan salah satu strategi 
pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Bentuk tindakan penagihan 
aktif tersebut merupakan tugas Jurusita Pajak. Sehingga Jurusita Pajak memegang 
peranan yang penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor 
pajak melalui tindakan penagihan pajak. 
Mengingat pentingnya Jurusita Pajak sebagai ujung tombak pengamanan 
penerimaan negara, maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir (TA) 
dengan judul “ Peran Juru Sita Dalm Proses Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang” 
 
1.2.   Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 
pedoman untuk melakukan penelitian secara cermat. Dengan adanya perumusan 
masalah diharapkan dapat mengetahui maksud maupun tujuan dari objek 
penelitian, serta bertujuan agar penelitian dan ruang lingkup penelitian uraiannya 
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terbatas dan terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan topik masalah yang di 
teliti. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahannya dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan 
surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang? 
2. Bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat  paksa yang dilakukan 
jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ? 
3. Apa saja kendala yang dihadapi jurusita pajak saat melakukan penagihan 
pajak dengan surat paksa? 
 
1.3.   Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1.3.1.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Untuk mengetahui peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak 
dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 
b. Untuk mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 
c. Untuk  mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak saat 
melakukan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Bangkinang. 
1.3.2.  Manfaat Penelitian 





a. Bagi instansi 
Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan masukan positif 
untuk peningkatan pengawasan dan pelayanan terhadap peran jurusita 
pajak dalam proses penangihan pajak dengan surat paksa . 
b. Bagi penulis 
Aspek pengembangan ilmu dalam hal hukum pajak sebagai referensi 
untuk pembaca lain yang akan melakukan penelitian ilmiah terkait 
masalah yang sama. 
c. Bagi lembaga pendidikan 
Tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan 
menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia 
akademis, khususnya dalam bidang hukum perpajakan. 
 
1.3.3.  Metode Penelitian 
a. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 
b. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Bangkinang yaitu pada bulan Oktober – Desember 2019 
c. Jenis Data 
1) Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh dari tempat atau lokasi 
penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 
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2) Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi buku-
buku yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber 
lainnya. 
d. Metode Pengumpulan Data 
1) Interview 
Interview adalah tanya jawab kepada narasumber Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Yang berhubungan dengan 
masalah penelitiian ini. 
2) Observasi 
Observasi adalah pengamatan secara langsung di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang berhubungan dengan 
masalah penelitian ini. 
3) Studi Pustaka 
Yaitu metode yang menampilkan penelitian atas kesimpulan 
atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih 
menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang 
menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan 
penyusunan tugas akhir. 
e. Analisis Data 
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, 
maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi 
keperpustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis 
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buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang 
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisa 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu 
data yang diperoleh kemudian disusun secara sitematis dan selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan 
dibahas. 
f. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih mempertegas penguaraian isi dari tugas akhir ini, serta 
lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan 
penelitian, dan manfaat penelitian yang diakhiri dengan 
metode penelitian serta sistematika penulisan.   
BAB II  : GAMBARAN UMUM INSTANSI 
  Diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor KPP 
Pratama Bangkinang, visi dan misi, struktur organisasi serta 





BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Di bahas mengenai Peran Jurusita Pajak Dalam Proses 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama 
Bangkinang. 
BAB IV  : PENUTUP 
  Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran 
sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian yang 




























GAMBARAN UMUM INSTANSI 
 
2.1. Sejarah  Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Bangkinang 
Kantor pelayanan pajak Pratama bangkinang merupakan bagian atau 
wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jendrat Pajak sumatra bagian 
tengah (KANWIL II DJP Sumbangteng). 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdi pada tanggal 27 mei 
2008 yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan 
Hulu. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini bernama KP 
PBB Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 
November 1965 Kantor tersebut berubah nama menjadi Direktorat IPEDA atau 
Iuran Pembangunan Daerah. Berdasarkan surat keputusan 0141/M/VI/5/1966, di 
bentuk di daerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru yang 
diresmikan pada tanggal 31 juni 1966. Bersama dengan ini dibentuk pula Kantor 
Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerjanya Bangkinang. 
Dalam perjalanan KDL diubah nama dengan Kantor Iuran Pembangunan 
Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Mentri Keuangan RI tanggal 24 
April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah nama menjadi 
sebuah kantor Inspeksi PBB Pekanbaru, di resmikan pada tanggal 28 april 1977. 
Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inspeksi PBB menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tanggal 1 April 1989. Dan 





Bangkinang dan berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan 
Kepulauan Riau. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69 / PMK.DI / 2008 
tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. 
Dahulu wilayah Kampar dan Rohul juga termasuk wilayah Tampan, namun 
tanggal 9 mei 1981 Kampar dan Rokan hulu sudah termasuk wilayah Kantor 
Pajak Pratama Bangkinang. 
 
2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 
a. Visi 
Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan system 
perpajakan modern yang Efektif, Efisien,dan dipercaya Masyarakat 
dengan Integrasi dan profesional yang tinggi.  
b. Misi 
Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang 
Perpajakan yang mampu Mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara melalui system Administrasi Perpajakan 
yang Efektif dan efisien. 
 
2.3.  Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang  
1. kepala Kantor 
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
4. Seksi Pelayanan 
5. Seksi Penagihan 
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6. Seksi Pemeriksaan 
7. Seksi Ekstensifikasi dan  Penyuluhan 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
12. Fungsional Pemeriksa Pajak 
Gambar. I.I 



















































2.4.   Uraian Tugas Kantor Pelayanan pajak Pratama Bangkinang 
1. Kepala Kantor 
Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang 
memberikan motovasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan pada 
semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan 
kerja. 
2. Sub Bagian Umum  
Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara 
mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah 
tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor 
Pelayanan Pajak. 
3. Seksi pengolah Data dan Informasi (PDI) 
Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengola data, penyajian 
informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha 
penerima perpajakan, pengalokasian pajak bumu dan bangunan dan 
perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis 
computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-
SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 
4. Seksi Pelayanan 
Mempunyai tugas melakukan Penetapan dan penerbitan produk 
hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerima dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lain 
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nya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 
melakukan kerjasama perpajakan. 
5. Seksi Penagihan 
Menerbitkan surat tagihan (STP) bunga penagihan pajak, 
menerbitkan surat teguran (ST), menerbitkan Surat Paksa (SP), 
menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), menerbitkan 
surat Penyitaan (apabila wp hendak berbuat meninggalkan indonesia untuk 
selama lamanya, membuat laporan bulanan mengenai perkembangan 
tunggakan. 
6. Seksi Pemeriksaan 
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana Pemeriksaan, 
pengawasan pelaksana aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran 
surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi perpajakan lainny. 
7. Seksi Ekstensifikasi 
Membantu trugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksana dan 
penatausahaan pengamatan potensi perpajakan seperti pemrosesandan 
penata usahaan dokumen masuk di seksi eksentifikasi, pendaftaran objek 
pajak baru dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, penerbitan 
surat himbauan ber-NPWP, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka 
pemuktahiran Bank data perpajakan, pencarian data potensi perpajakan, 




8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak, bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan 
konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis 
kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam 
melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding, seksi 
pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak wilayah 
Kampar, dan seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib 
pajak wilayah Rokan Hulu. 
9. Kantor Pelayanan Pajak Fungsional 
        Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan 
pejabat Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab secara langsung 
kepada Kepala Pratama Bangkinang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, 
Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi Pemeriksaan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1     Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP 
Pratama Bangkinang sangat penting karena kegiatan pelaksanaan 
penagihan pajak baik melaksanakan Surat Paksa (SP), melaksanakan 
SPMP, maupun melaksanakan penyanderaan, jurusita menjadi pelaksana 
utama.  
2. Prosedur Jurusita Pajak melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
ada beberapa tahap. Pertama Jurusita Pajak melakukan penagihan seketika 
dan sekaligus, kedua Jurusita Pajak memberikan Surat Paksa, ketiga 
melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan terakhir melaksanakan 
penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. 
3.  Masih banyak kendala yang dihadapi oleh jurusita pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dalam melaksanakan penagihan 
pajak. Mengingat lokasi wilayah KPP Pratama Bangkinang sangat luas 
menyebabkan Jurusita Pajak kewalahan untuk menjangkau alamat Wajib 
Pajak dan memakan waktu dan biaya yang cukup besar karena letak 
keberadaan KPP Pratama Bangkinang berada di Kota Pekanbaru, kurang 





penghitungan pajak, dan kultur masyarakat yang agak keras sehingga 
cukup sulit untuk melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak. 
 
4.2    Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, maka penulis memberikan saran kepada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Bangkinang terus meningkatkan usaha dalam melakukan penagihan 
kepada Wajib Pajak dengan Surat Paksa. Misalnya dalam hal pendekatan atau 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
PERTANYAAN : 
1. Peran jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa ? 
2. Apa saja kendala jurusita pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat 
paksa ? 
3. Apa solusi dari kantor pajak KPP pratama Bangkinang jika peran jurusita 
pajak dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa apabila wajib pajak 
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